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BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 7§ TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan letak geogralfis Kabupaten

Merangin, perlu diberi rentang waktu yang memadal kepada
petugas pungut pajak dan retribusi untuk melakukan
penyetoran pungutan ke bendahara penerimaan dan kas

daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Merangin tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Merangin Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahunl965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I1
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 2755);

dengingat = 1.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Mua:m
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor lt;’n
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Undang Namor 1 4
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Fambahan Lembuotian Nejrarin Re |n|I,|||-r. [riclon
a telah dintbiahy dengan Uniclang
Lahan Atas Undang, Unielaany,
Pembentukan Kabupaten
Muaro Jambi dan
Negaara Re pubhk I

Lembaran Negaré Republik

sehagaimy
Fahun tentang, Perd
Fahun 1999 tentang
khabupaten Tebo, kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran
T-‘lh-LlIl 2000 Nomor 81, Tambahan
Indonesia Nomor 3969),;

r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 20073
ara Republik Indonesia

yele ne sia

Undang-Undang Nomo
Negara (Lembara Negara
Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 4286);

1 Tahun 2004 tentang
Indonesia
Republik

Undang-Undang Nomor _
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4355);

entang Pemeriksaan

Keuangan Negara

un 2004 Nomor 66,
Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t
Pengelolaan dan Tanggung Jawab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Tambahan Lembaran Negara Republik

4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059); .

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturgm Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor‘ 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201]5:
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun '2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg:

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta b(-‘gt‘ll'm
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5()7"9)' R

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
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(Lembaran Nepara Repubhk Indonesia Tahun
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JO 1),

Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negrara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

{20 prierintai

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ’I_"ahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaxlmana tcl;rah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampalannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang pembentukan dan Susunan Pengkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017
Nomor 4);

Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 80
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
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Beberapn ketentunn isbom Pevotverany Bopati Mertidtipinl fuunvwr”h')
Tahun 2O tentongg Hrsteln don Prosedur Penpelolican P‘.‘ u.m,,.:‘n
Dactanh habupaten Merangin (3ot Derah kabapaten M l‘:lln;,’;JH
Tahun 2014 Nomor 80) sehapiamini telah diabieh hf'l';,"v,qf.- kih
terakhir denpan peraturan Bupatt Merangan Hormor ;'J [ahn
2010 tentang Perubahan Kedun atas Peraturan Buapat Meranigin
Nomor 80 Tahun 2014 tentang, Sistem dan Prosedur Pengelolaan
keuangan Daerah Kabupaten Merangin sebapan berikut
1. Lampiran 1V.1 angka 2.3) point (3), (7), (8), (9) diubab
scbagaimana tercantum dalam lampiran IV.1
2. Lampiran 1V.2 angka 2.3) angka 7.1 huruf a, angka 7.2 huruf b
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.2

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 2 — 12 — 2018

BUPATI MERANGIN,

H. AL HARIS

iundangkan di Bangko
ida tanggal 2% — 12 -~ 2018

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,
;———_——'—‘:.

» HENDRI MEIDALEF

MBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 7&
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LAMPIRAN I\ | 1A TLIRAN fACIPPATT MU [PANGIN
NONMOK M (AHUN 2018
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[N TANG P peUOTHAHIAT K 1T1GA ATAS
LA URRAN 14t AL ML AN
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PIoNGELOLAA
KABUPATIN ME AN

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. KERANGKA HUKUM

1)

2)

13 Tahun 2006 jo. Pasal 189

Pasal 187 s/d Pasal 195 Permendagri No.
ndagri No.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permc

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Permendagri No. S
aban Bendahara serta Penyampainnya.

Penyusunan Laporan Pertanggungjaw

2. KETENTUAN UMUM

1)

2)

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/

pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

uang/barang/kekayaan daerah Kabupaten Merangin wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin bertanggung jawab

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat

bukti dimaksud.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin, Bupati menetapkan pejabat
penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Merangin, sebagai berikut:
(1) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
(2) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,;
(3) pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
(4) pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
(5) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
(6) bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan

pada SKPKD;

NOKEUANGAN [oAF A
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iy ke pratusian Pty s agiphoan

penpanina batang bk il wesu deng

clepasihan oleh Hupat beepraddin beegraln SrPh

penctapan pejabat kunnyva dud

Pepabat Lannya tersebut, mei akup

- . a tati usabia
(1) PPR SKRPPD yang diben o wewenang, melalesanakan fungse i

keunangan pada SKEPD,

herapa kepiatan
(2)  PITK yang diben wewenang, melaksanakan satu atiu be Lierag j

darl suatu progriumn sesti dengan bidang tugasnyiv,
(3)  paabat yang diben wewenang, menandatangant sutat hukt pemunyutan
pendapatan daerahy
(1) peabat yang diben wewenang, menandatangam buktn penerimaan kas dan
bukti penenmaan lannya yang, sah; dan
(5)  pembantu  bendahara  penerimaan dan/atau  pembantu bendahara
pengeluaran.
Penctapan pejabat  dilaksanakan  scbelum dimulainya tahun  anggaran
berkenaan.
Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan
dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara, untuk
melaksanakan fungsi scbagai berikut:
(1) Pembantu bendahara pencrimaan meclaksanakan fungsi scbagai kasir
atau pembuat dokumen penerimaan.
(2) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir,
pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
Penatausahaan Pencrimaan Dacrah
(1). Pencrimaan daerah Kabupaten Merangin disctor ke rekening Kas Umum
Daerah Kabupaten Merangin pada bank pemerintah yang ditunjuk dan
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
(2.) Penerimaan daerah Kabupaten Merangin yang disetor ke rckening Kas
Umum Dacrah Kabupaten Merangin, dilakukan-dengan cara:
a. Disctor langsung ke bank olch pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
(3.) Benda berharga scperti karcis retribusi scbagai tanda bukti pembayaran
olch pihak ketiga kepada bendahara pencrimaan diterbitkan dan

disalikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
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(1) Bupat dapat menunjuk hank, badan, lembaga keuangan
o1 bendahiara
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(5)  Bank, badan, lembaga kcuangan atau kantor pos menyetor s

. R ; ama 1 (satu)
vang diterimanya ke rekening kas urmum dacrah paling |

har kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(6) Bank, badan, lembaga kecuangan atau kantor pos
mempertangeungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada
Bupati melalui BUD.

(7) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan dan
pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(8.) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya
ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak uang kas tersebut diterima.

(9.) Dalam hal kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan transportasi
dan/atau komunikasi serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas, maka
penyetoran penerimaan kas ke rekening kas umum daerah selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan kas.

(10.) Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan
aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

(11.) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan
tugas tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara

penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD:;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)

bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan
berita acara serah terima;

apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti darj Jabatan sebagai bendahara

penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

3. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap

seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
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Rendahara Penenmaan kemudian melakukan verifikast pcn

dengan SKP Daerahi/SKR vang bersangkutan. Setelah melakukan venfikas
Bendahara Penenmaan mengeluarkan Surat Bukti Pembayaran/Bukti lain
yvang sah

Bendahara Penenimaan menyviapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara
Penenmaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.
STS vang telah diotonisast olech bank kemudian diterima kembali oleh
Bendahara Penenmaan untuk menjadi bukti pembukuan.

Bendahara Penernimaan membukukan semua transaksi penerimaan dan
penyvetoran pendapatan baik pendapatan yang diterima dan disetor oleh
bendahara Penenmaan maupun yang disetor langsung oleh wajib
pajak/retnibus: ke rekening Kas Umum Daerah.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
admunistratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD, sedangkan pertanggungjawaban

secara fungsional disampaikan kepada BUD.

PIHAK TERKAIT

BwoN -

Bendahara Penerimaan
PPK-SKPD

Pengguna Anggaran
PPKD selaku BUD

BUKU YANG DIGUNAKAN

Buku yang digunakan dalam penatausahaan bendahara penerimaan sekurang-
kurangnya terdiri dari :

a. Buku penerimaan dan penyetoran (buku kas umumy;
b. Register STS;

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

¢. Surat Tanda Setoran (STS);
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utivae Laporan pertanggungjawaban tersebut terdirn dari -
poran Pertanpgpungyawaban Administratif dilengkapi dengan:

Buku penenmaan dan penyetoran (buku kas umum);

b, Repister STS, dan

C

Bukti penernimaan dan penyetoran yang sah.

2) Laporan pertanggungjawaban fungsional dilengkapi dengan ;

a. Buku penenimaan dan penyetoran; dan

h. Repgister STS.

8. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENYETORAN

1)

Prosedur Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan SKPD di Bendahara

Penerimaan  merupakan serangkaian langkah-langkah tindakan atau

kegratan yang dimulai dari diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah

dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan penyetorannya ke
kas umum daerah oleh bendahara penerimaan langkah-langkah tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut -

(1) Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah
dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR), SKP Daerah/SKR kepada
Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.

(2)  Wapnb Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam
SKP Daerah /SKR kepada Bendahara Penerimaan.

(3) Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang
yang tertera pada SKP Daerah dan/atau SKR dan/atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SKP Daerah/SKR dari wajib pajak
dan/atau wajib retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam
pengurusannya.

(4) DBcendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang
diterimanya dengan dokumen SKP Daerah/SKR.

()  Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan akan menerbitkan STS dan
Surat Tanda Bukti Pembayaran /Bukti Lain Yang Sah.

(6) Bendahara menyerahkan tanda bukti pembayaran /bukti lain yang sah
kepada Wajib Pajak /Retribusi.

(7)  Kemudian, bendahara penerimaan menyerahkan uang yang
diterimanya beserta STS kepada Bank.
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Jranan WP/ Retnibusi Bend Penenimaan
PPKD/PABank
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1. Pengguna Anggaran i SKH .
Menyerahkan SKP - Daerah/$
Daerah/SKR kepada Da“‘ah‘fSKR Sk
Bendahara Daerah/SK
PenernmaandanWajib

Pajak/Retribusi

3. WajibPajak/Retribusi
membayarkan sejumlah
uang yang tertera dalam
SKP Daerah/SKR Kepada
Bendahara Penerimaan.

4. BendaharaPenerimaanmem

verifikasi kesesuaian

jumlah uang yang

diterimanya dengan

dokumen SKP Daerah/SKR

yang diterimanyadari S“’g;?(‘;"da

PenggunaAnggaran. Pembayaran /Buk

ti Lain Yang Sah

S. Setelah diverifikasi.

Bendahara Penerimaan

akan menerbitkan STS dan S ——

Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti

Pembayaran /Bukti Lain Lain Yang Sah

yang Sah.

6. Bendahara menyerahkan
Tanda Bukti
Pembayaran /Bukti Lain
yang Sah kepada Wajib

| Pajak/ Retribusi dan
. menyerahkan uang yang
diterimanya tadi beserta STs ¢

Nota
Kredut

STS kepada Bank.

7. Bank membuat Nota Kredit
dan mengotonsasi STS.

Bank kemudian
menyerahkan kembali STS
kepada Bendahara

Penerimaan Nota Kredit
L__d isampaikan kepada BUD.

Vyadik

Lale ohetanisaasy b punida b predndaasi i

l’.l‘!-l'

S— ¢
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Rendahara Pencnmnan

R [ Frier ; / nLy
» i 1 ’.'l"“lh ) i Mriataaly ' f
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woatin) bary werja
diterimanya ke rekemng kas v daerah prohing Lomnbat 1 (ot b ’

9 Tomvelin Setor (15 ety
benkutnya denpan mengpunakan formulie Surit [an )

. . s . wi dari
contoh, pada tangpal 1 Desember 2013 diternni pendapatian retribas Ga

¢ g% i ral
pthak ketiga, maka pendapatan tersebut disctor ke rekemny, kas dacrah

. 3 p . ; 2 (ediic
paling lambat tanggal 2 Desember 2013 Akan tetapr, jika tanggal 2 (di)

. .. . . ; va  dilakurvan
jatuh  pada hari Jibur/hbur  nasional, maka  penyctorannya filas

selambat lambatnya tanggal 3 Desember, dengan asums) seandainya tan sl
3 Desember bukan hari ibur/hibur nasional,

Setiap melakukan transaksi penyctoran, bhendahara  pencrimaan akan
menerima STS yang sudah diotorisast olch bank yang akan digunakan

sebagai dasar pencatatan penyetoran SKIPD.

9. PROSEDUR PEMBUKUAN
1)

Prosedur pembukuan pada saat penerimaan tunai.
(1) Prosedur pembukuan pada saat penerimaan tunai dapat digambarkan
sebagai berikut :

a. Berdasarkan bukti penerimaan/bukti lain yang sah, bendahara
penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian
penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan
pembayaran tunai.

b. Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan
dilakukan ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek
tersebut diterima. Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat
bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan yang diterimanya
ke rekening kas umum daerah.Pencatatan dilakukan Buku
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara penerimaan SKPD pada saat
penerimaan dan pada saat penyetoran.

c¢. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode
rekening pendapatan, selanjutnya bendahara penerimaan mengisi
kolom kode rekening.

d. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.
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Jenkut adalah bagan alic vang mengg atnharlaan proses pe bk tan pen i

‘pembay aran secarin tunm®

Pentcatatan Penennmian Torna ]
| P piidadvana Penenirtean

Uiranan

Y |

roses
Penernmman

— e

1 Bendahara penerimaan menylapkan
Surat Tanda Bukti Pembavaran/Bukt
Lain Yang Sah.

Surat Tanda Bukt
Pembavaran /Buku

Lain yang sah [

|
|
|
\
| 2. Berdasarkan Dokumen Bukti l
|

Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah
Tersebut, Bendahara Penerimaan
melakukan pengisian Buku
Penerimaan dan penyetoran bendahara Melalmlan Pengsian

buku penenimaan dan
penyetoran bendahara
penerimaan

| penenmaan pada baglan penerimaan.
Kolom yang dusi ialah nomor bukti,
tanggal transaksi, cara pembayaran,
kode rekening, uraian dan jumlah.

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah
Buku Penerimaan dan penyetoran dan Penyetoran
bendahara penerimaan yang sudah Bendahara
terupdate. Penerimaan

Buku Penerimaan

(2) Prosedur pembukuan pada saat penyetoran.
Prosedur Penatausahaan penyetoran yang harus dilakukan oleh
bendahara penerimaan adalah sebagai berikut ini:
a. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran
pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
b. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah
pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada

bagian penyetoran kolom tanggal, nomor STS dan jumlah penyetoran.
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‘ 1. Bendahara  penenmaan menyiapkan
' buktt surat tanda sctoran ke rekening
5 kas umum daerah, l
‘
Surat Tanda Setoran l
2. Berdasarkan STS terscbut, bendahara

dan penyetoran bendahara penerimaan
pada bagian penyetoran kolom tanggal,
nomor STS dan jumlah penyetoran.

penenmaan mengisi buku penernmaan l

Melakukan Pengisian
buku penerimaan dan
penyetoran

3. Kemudian bendahara  penerimaan
mengisi register STS.

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah
buku penerimaan dan penyetoran
bendahara penerimaan dan register
STS yang sudah terupdate. l

Melakukan Pengisian
register STS

Register STS

Buku Penerimaan
dan Penyetoran
Bendahara

Panarimann

2) Posedur Penatausahaan atas Pendapatan Yang Dibayar Melalui

Rekening
Bank Bendahara Penerimaan

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening
bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat
bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya

penerimaan pendapatan pPada rekening bendahara pPenerimaan

hingga
penyetorannya.

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan
penyetoran bendahara penerimaan pada saat pPenerimaan dan saat
penyetoran.

(1) Prosedur pembukuan penerimaan pendapatan melalui

rekening
bendahara penerimaan.

Prosedur yang dilakukan dalam membukukan penerimaan pendapatan

melalui rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut
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mebakukan venhloas dan e hotrsihues atas

dan meneetahig asal pencniaarn,

penenm:an

o nomot bukti, kKolom

: sara pembay aran
tanpeeal dan kalom cara pembay aran Pada kolom cara pe

cke > be A pence an
dist denpgan pembavatan melalut rekemng bendahara penenmat

d hemuaduan bhendahaa
sestar dengan jems

bendahara mengaist

pencinmaan

pendapatan vang  ditenima. Scetelah

Kolom

penenmaan yang dudapat,

mengist kolom kode rekening

1tu

jumlah  sesuar dengan jumlah

lerikut adalah bagan alie yang menggambarkan proses pembukuan  penenmaan

reclalun rekening, bendahara penerimaan

Pembukuan Penerimaan Melalu Rekening Bank Bendahara Penenmaan

—_—— Uraan

pcncrimaan,

pengisian buku  penenmaan

- Hasil dart penatausahaan ini ad.
buku penenmaan dan
Yang sudah terupdate,

1. Bendahara penerimaan menyiapkan

nota kredit/informasi lamnnya
mengenar adanya penenimaan o
rckening bank bendahara

2. Bendahara  penenmaan melakukan

dan

penyetoran pada bagian penenimaan.

ilah

penyetoran

Bendahara Penenmaan

Proses pencumaan di
Bank bendahara

Surat Tanda Bukn
pembavaran  bukn Lamn
yvang Sah

Melakukan Pengisian
buku penenmaan dan

Penyetoran

Buku Penernmaan

dan Penvetoran

b1
|
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pedbeepnng buennds bepiebichiinn o e iinaiin pelalinhy sebhapin ber .l"‘P -
a Bendabioa penenimaan et TS dan mnelakal
Jronsyetoran pendigitan yang diterimanyi denpan cara 1::”;"7?" ’r
tebiadon e ke banlk hendahara penerimaan ke rekemng, kas
i elierahy,
b Bendabiogs penerimaan mencatat penyetoran Ke kas umnurn
duacrah pada “buka penerimaan dan penyetoran bendahara
pencrannaan dibagian penyetoran pada kolom tanggal, nomor

U daan yumlah penyetoran,

. el n
adalah bopan alir yang menggambarkan proses pembukua

Enyetoran pencerimisan melalui rekening bendahara penerimaan.

uPt-.r'nyf-tm:m penenmiaan di Rekening Iendahara Penerimaan ke Kas Daerah
{

1

1.

N

sendshara penenrnaann menylapkan Penerimaan ke kas umum
bukty surat tanda setoran ke rekening daerah

kas umum daersh dan nota kredit
yang dikeluarkan oleh bank.

Berdasarkan STS  dan nota kredit

> N
tereebut, bendahara peneérimaan ota Kredit
menyisl Juku Penernimaan dan
Penyeroran pada bagian Penyetoran, l

Kernudian bendsharas pencrimaan
mengyta Buku Repister STS.

Hasal dan penstausahasn ni adalah
suku  Penecrmasn dan Penyetoran
werta Pogigter TS yang  sudah

rtervupeate l

Uratan Bendahara Penerimaan

Proses Penyetoran

Surat Tanda Setoran

Melakukan Pengisian
buku penerimaan dan

Melakukan Pengisian
Register STS

Buku Penerunaan
dan Penyetoran

Register STS

11
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penetimaan dan peovetoran dilakukan sl bersedishiara
peucnmaan  menconma anformast dare BUD mengrenin ik
pencnman pendapatan poada rekenmy, Kasumarn dacrah
Pencatatan  tersebut  dilakukan  pada Buku  Pencrnpmaan dan

Pemyetortan Bendahara Penerimaan,

Langkah lanpkah dalam membukukan penerimaan clan

penyetotan pendapatan vang diterima langsung di rekening bank

has Umum Daerah adalah sebagai berikut :

A Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang
sah dan wajib pajak/retribusi atas setoran mercka ke kas
umum daerah.

b. Berdasarkan  slip  setoran/bukti  lainnya tersebut, secara
bersamaan bendahara penerimaan mencatat penerimaan dan
penyetoran pada “Buku Penerimaan dan Penyctoran”di bagian
penerimaan dan bagian penyetoran.

Berikut adalah bagan alur yvang menggambarkan proses

Penatausahaan Penerimaan Penyetoran pendapatan melalui rekening
kas umum daerah.

Penenimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Uraian

Bendahara Penerimaan

1. Bendahara penerimaan menerima
slip setoran/bukti yang sah dari
penyetoran  melalui rekening kas
umum daerah, ¢

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lain
yang sah Bendahara Penerimaan
mencatat penerimaan di rekening
kas umum daerah pada Buku
Penerimaan dan Penyetoran pada 4'
bagian Penerimaan.,

Proses Penerimaan di kas
umum daerah

Shp Setoran/Bukti Lain
yang sah

Melakukan Pengisian
buku penerimaan dan

3. Berdasarkan slip setoran/bukti yang
sah 1ni juga Bendahara Penerimaan J'
mencatat  penyetoran ke rekening
kas umum daerah ity pada Buku

Penenimaan  dan Penyetoran pada
bagian penyetoran.,

Melakukan Pengisian
Buku Penerimaan dan

v

. N ¥ . v W Ik LS ¢
4. Hasil akbar dari proses ini adalah Sk Penmsumiin
Buk Pene , - dian Penyetoran
Uku Penenmaan  dan Penyetoran
o yang sudah terupdate,

12
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PEMERINTAN KABUPATEN MEBANGIN
HEGINTEH WK
HKI'D
TANUN ANGOARAN

Hendabiara Peos i,
)

No. No. ATH :Tnnu-l Kode Rekening " Uralan :Jumlah Penyetor  Ket

1
1 2 | 3 ‘ 4 " 5 H 7 b
I ! | | | ! $
| 1 | |
‘ | | | |
| j g ‘ I
i E i J | I
Menpetalin/Menyetagn CLanppal
Pengrypma Anprpraran Pendishzna Penerimaan
(Landa Langan) (Landa Tangan)
{(Mama Lenglap) (N [aengkap)
NI NI

i Pengannan
Lo Judul dow dengan nama KABUPATEN, namas SKPD yang bersangkutan, tahun  anggaran dan
narma bendabiar penenmaan,
2 Kolam | dusi denpan nomor urut
3. Kolom 2 dius denpan nomor ST,
4, Kolom 5 dus denpan tangpal ST5,
5. Kolom 4 dusi kode rekening, pendapaian yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam
sati 5T bisa terdiry dar beberapa pendapatan,
6. Kolom b dia denpan uraran pendapatan,
7 Kolom 6 dysr dengan jumlah pendapatan yang disetorkan,
K. Kolom 7 dus denpan natias penyetor,
9 Kolom # di denpan keterangan pka diperlikan,
10, Kalom tanda tinigrarn flll;uul:ﬂun;{:ml oleh bendahiara penerimaan dan pengguna anggaran diserta
narn jelas’
wm hanya padia saat penutupan dukhir bulan untuk keperluan penyusunan  Laporan

Pertanggunppwabian Bendishara Penerimian,

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bendabiora prnenimaon SKPD - waph mempertanggunggawabkan pengelolaan uang vang  menjadi
ahiggang Jrushnyis wecars admgstiand kepada Penppuna Anggaran dan secara fungsional kepada
PEL Lispovin pestimggiinpgawaban (L) bendidianra penenman merupakan penggabungan dengan

I Lendahiors poenimian pembanta dan memuat lormast tentang rekapitulast penenmaan,

15




LAPORAN PERTANGGUNGIAWADRAN ADMINISTRATIF
RENUDAHARA PENY KIMAAN

APDY

SR

Jumlah peneniei i het e o L
U Tuma melatun bend i penet s Wy
S Tama melaing bendahaa pencten i penanty K
3 Melatn tekenrng beadalaa penet i Ny
4 Melalat rekemmg benduah i penet i penbaet Ny
S Melalw rehening has usie: dact i Ky

R

) . | TR LY
Jumlah penetimans sampa B e et pentennnan doan berdalia peneniiaan peiiiee

Np
+umlah penenimaan sampar dengan btan s AR Np
‘ Kp
Np

. Jumlah penvetoran bulan un Kp

1. Bendahara penerimaan Rp

2. Bendahara penenima pembaniy Ry
. Jumlah penvereran sa g dengan bidlan L

Bendahara penenimaan dan bendathuira penerianan pembantu Rp. .
. Jumlah penvetoran sampa dengan bulan my (Dei Rp.

Jumlah vang belum disetor sampan dengan bulan

Bendahara penenmaan dan beadaiuara peoenmaan pembantu (G F) O Rp,
~ Saldo Kas akhur bulan i Rp.

1. Bendahara Penernmaan Rp.

2. Bendahara Penernimaan Pembantu Rp. .

3. Bendahara Penenmaan Pembantu Rp.

4. Dst Rp.

Mengetahu - . Langyal .
Pengeuna Anggaran Bendabara Penernimaan
(Tanda langan) (Landa Fangan)

(Nama Jelas) (Nama 1 enghap)
NP NP

l. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara penerimaan SKID juga menvampakan Pertanggungiawaban secara fungsional kepada

PPRD paling lambar pada tanggal 10 (sepulani bulan benkutnyva Pert, nggunglawaban fungsional pada

bulan terakhir tahun anggaran disamparkan

pating lambat han kerpa terakhir bulan terscbut. Format

vang digunakan LR fungsional sama dengan format vang digunakan pada LPJ admuustrauf LPJ

fu ungsonal dilan 1pin dengan

ngal

ez}

JKU peneniaan dan penvetoran vang teiah ditutup pada akhur bulan berkenan

31 Pertanggungrawaban bendahara peneriuian penibantu

Dr vl 5 g v e N E .
Prosedur penvusunan dun penbampasan pertanggungawaban bendahara penerimaan SKPD secara

fungsional adalah sebagat etk

TRl . e % N L ey N
(I Benduhara  penreniniaan menemany portnggiinglanaban vang dibuat oleh bendahara

18




Contah tormat fungsional bepdahara peneno v ol

dah o srbogow Isepiboust

LAPORAN PFRTANGGUNGTAWANAN FUNGSIONAL

Rt NDAHARA PENE RIMAAN

SAFD
MERIVDE
L Jumbah penenmaan butan im p
6 Tunar meladlug bendahara penerimaan Fp
T Tuna meladlu bendahara penenmaan pembantu Kp
S8 Melalut rekening bendahara penenmaan Rp
9 Melalur rekening bendahara penenmaan pembantu Rp
10 Melalut rekening kKas umum daerah Rp
3 Jumlih penenmaan sampa bulan lake bendahara penenmaan dan be ndahara penerimaian pembanti
Rp
' Jumlah penenmaan sampa dengan Bulan i (A+B RP covernsines
Rp .
Rp. ...
), Jumlah pervetoran bulan i Rp: weovimsines
3. Bendahara penenumaan L
4. Bendahara penenma pembantu Rp. ...
.. Jumlah penvetoran sampal dengan balan lala
Bendahara penenmaan dan bendahara penerimaan pembantu [N A
. Jumlah penvetoran sampa dengan bulan mm {D+E) Rp:, ssnsveversaone
i. Jumlah vang behim disetor sampar dengan bulan m
Bendahara penenmaan dan bendahara penenmaan pembantu (C-F) Rp. ... i
Saldo Kas akhir bulan Rp. oo
5. Bendahara Penenmaan Rp: ssrosssmmmrsees
6. Bendzhara Penenmaan Pembantu B, sosssimseses
7. Bendahara Penenmaan Pembantu Rp. oo e
8. Dst Rp
Mengetahw: . Tanggal ...

Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Lengkap)
NIP NIP

20
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Bagan alir prosedur penyusinan dan penyanpanan e labpggg e beedabiora

digambarkan rebapin henkuo

—
Uraian

P —————
1 Berdas
arkan
pertangprung
Jawaban Bend,
Penernimaan
pembantu,
Buku
Penenimaan
dan
Penyetoran
yang telah
ditutup pada
akhir bulan
serta Register
STS. Bend.
Penerimaan
membuat LPJ
Bendahara
Penerimaan,

2. Bend.
Penerimaan
menyerahkan
LPJ bend.
Penerimaan ke
Pengguna
Anggaran
melalui PPK
SKPD.

3 PPK
SKPD
melakukan
verifikasi atas
LPJ bend.
Penerimaan
dan kemudian
memberikan
kpd Pengguna
Anggaran
untuk
diotonsas;,

4 Bend.
Penerimaan
menyerahkan
LPJ fungsional
kpd PPKD).

LPJ Bend.

Penerimann

I'rn_\.unp.u.m I Plobipgrinigy ol T Pl vara ot rinmanh
Ponchiabiara

Penpg i PIK Sk Penerimaian
Angparon ;

PI'KID)
H'Jll:ml ‘

[
Penr Pemnbantu {

Iuktr-bukt

Register STS

Buku
Penerirmaaa

LPJ Bend.

LPJ Bend.

Penerimaan
Tidak
Apakah
Nicatiigi
LPJ Bend.
Penerimaan
LPJ Bend.
Penerimaan
-1t

14 fdatinra
Porierirmiaarn

Perritysnt i
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4)

pertanggungjuwubnn Bendag,

i Pt_'nrurnnnn IMKB}
(1) Pcrump_gungjnwnhnn e

’ Yitll g
reehi berupa Bk Penetimaan PIKID

Penutupan
bukti-byky; penduk

s “112i3T)
telah chlulmknn Pada allyy bulan, dilangin deny,

Ung yang sal, dan lenpkap

ATt Y
(2} Langkah-langiq), Penyusunan penyampaian - prrtanyy,
Jawaban bery

nharg Penerimaan ppgn

adalah sebagar berkut
Bendaharg Penerimaan

21}
PPKD  melakukan penutupsan  Buku

Penerimaan PPKD gy, melakukan rekapitulasi perhitungan.

) S any sah
Bendaharg pPenerimaan PPKD bukti-bukti penerimaan yang

. nerimaan
Bendaharg Penerimaan PPKD menyampaikan Buku Pe bkt
PPKD yang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan

: lambat
Penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling
tanggal 10 bulan berikutnya,

BUPATI MERANGIN
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